
GUBERNUR GORONTALO'

PERATU RAN GUBERN UR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 201r

TENTANG

PENJABAMN PERUBAHAN ANGGAP$,N PENDAPATIIN DAN BELANJA DAEMH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN PSHMAT TUHAN YANG TVIAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran z0tt, maka perlu

penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 24fi;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun Anggaran 20tL;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 199,2 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L997 Nomor M, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);
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4.

(

6.

7.

B.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar L34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2:003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia -l-ahun 2003 Nomor 47 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20lr4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diiubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20081 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4841);

Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa3[;

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor t23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 50a3);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun ,2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A09

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
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L2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20L1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523il;

Peraturan Pernerintah Nornor 109 Terhun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil K.epala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L0, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 40281);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tilhun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan rdan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara F{epublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44tG), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20A4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan 'dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Fl.epublik Indonesia Tahun 2007,

Tambahan Lembaran Negara Republik ltndonesia Nomor Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lenrbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomsr 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L36,

Tambahan Lembaran Negara Republik.tndonesia Nomor a57fl;

18. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indcrnesid Tahun 2005 Nomor t37,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

13.

t4.
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor !40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

FJomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 llahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45B5);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun :1006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6La);

Peraturan Pemerintah Nsmor 3 
'l-ahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pernerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyar,akat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20A7 Nomor L'), Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenan,g Sefta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 510;z);

27. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Ciorontalo Tahun 2006 Nomor 03

Seri E);

23.

24.
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28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

Daerah provinsi Gorontalo Tahun 2010 rNomor 3);

29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran

2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSK.AN :

MeneIapKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGAMN PENDAPATAN DAN BE'-AN]A DAEMH PROVINSI

GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula

berjumlah Rp. 636.640.040.520,00 beftambah/berkurang sejumlah

Rp. 40.335.008.835,00 sehingga menjadi Rp. 676.975.049'355,00 sebagai

berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula

b. Beftambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 636.640,040.520,00

Rp. 40.335.008.835,00

Rp. 671.051.486.930,00

Rp. 97.295.467.936,00

Rp. 676.975.449.355,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/(Defisit Setelah Perubahan

Rp. 768.346.954.866,00

Rp. (91.371.905.511,00)

Rp. 59r.41 L.446.4t0,00

2)Beftambah/(berkurang) Rp. 621.681.786.481,00

Jumlah Penerimaan setelah perubalran Rp122.093.232.891,00

Rp. 25i.000.000.000,00

2) Beftambah/(berkurang) Rp. 5.721.327.380,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubarhanRp30.721.327.380,00
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lurnlah Pembiayaan nettc setelah
perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan

Rp, 9L.37L.905.511,00

0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasarl 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggar ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

tanggal 29 Septenber 2011

Rp.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2F Septenbor ZOII

PIt. SEKRETARIS DAEMH PROVINSI GORONTALO,

PEMBINA UTAMA MADYA
NrP. 19571104 198403 1 001

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR

Ditetapkan di Gorontalo

er
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aansanggar@gmail.com
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